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KETENTUAN APEL PAGI PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

SUKABUMI  
 
 

WALIKOTA SUKABUMI, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai kesiapan pegawai di 

lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam 
melaksanakan setiap tugas yang telah dibebankan 
kepadanya, maka perlu dilaksanakan apel pagi; 

 
  b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian 

hukum dalam pelaksanaan apel pagi sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan 
Peraturan Walikota Sukabumi tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Apel Pagi pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi; 

 
 

Mengingat....... 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 
dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan........ 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3584); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia); 

 
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 

Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 
 
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 
Nomor 2); 

 
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi 
Tahun 2012 Nomor 16); 

 

Memperhatikan  : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

2. Keputusan....... 



- 4 - 
 

 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2000 
tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN APEL 
PAGI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI. 

 
 

Pasal 1 
 

(1) Apel pagi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dilaksanakan 
setiap hari sebelum jam kerja dimulai.    

 
(2) Jam kerja dan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

a. Senin s.d. Kamis  : Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.00 WIB 
Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 13.00 WIB 
Apel Pagi  : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB 

 
b. Jum’at : Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.30 WIB 

Istirahat  : Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00 WIB 
Apel Pagi  : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB 

 
(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai 
dengan hari sabtu, jumlah  hari kerja menjadi 6 (enam) hari 
dengan perincian jam kerja sebagai berikut : 

 
a. Senin s.d. Kamis   

dan Sabtu :  Pukul 07.30 s.d. Pukul 15.00 WIB 
Istirahat  : Pukul 12.00 s.d. Pukul 13.00 WIB 
Apel Pagi  : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB 

b. Jum’at........ 
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b. Jum’at : Pukul 07.30 s.d. Pukul 15.30 WIB 
Istirahat  : Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00 WIB 
Apel Pagi  : Pukul 07.15 s.d. Pukul 07.30 WIB 

 
(4) Ketentuan jam kerja dan apel pagi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat bulan 
ramadhan diatur lebih lanjut oleh Walikota Sukabumi. 

 
Pasal 2 

 
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan komposisi 
karyawan terdiri dari tenaga struktural dan fungsional 
dapat mengatur pelaksanaan hari kerja dengan tetap 
memperhatikan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 
(tiga puluh tujuh koma lima) dan pemenuhan 
pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Pengaturan jadwal kerja karyawan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja masing-
masing. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) wajib diikuti oleh seluruh 
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),  yaitu : 

a. petugas kebersihan, sopir truk sampah, dan 
pemungut retribusi kebersihan pada Dinas 
Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Pemakaman 
Kota Sukabumi; 

b. pemungut retribusi pada Dinas Perhubungan dan 
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan 
Kota Sukabumi; 

c. petugas....... 
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c. petugas piket malam pada Satuan Polisi Pamong 
Praja, Kecamatan, dan Kelurahan; 

d. guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan 
melaksanakan apel pagi pada sekolah masing-
masing; 

e. sopir pimpinan; dan  
f. petugas lapangan.  

 
Pasal 4 

 
(1) Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin di Sekretariat 

Daerah Kota Sukabumi, wajib diikuti oleh seluruh 
Pegawai yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat 
Daerah : 

 
a. Sekretariat Daerah; 
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan; 
d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan 

Aset Daerah; 
e. Kantor Komunikasi dan Informatika; dan 
f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.  

 
(2) Sekretariat DPRD dan Inspektorat Kota Sukabumi 

wajib  mengikuti apel pagi di Sekretariat Daerah Kota 
Sukabumi setiap hari senin pada minggu pertama 
setiap bulan. 

 
Pasal 5 

 
Pegawai yang tidak melaksanakan apel pagi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) tanpa 
keterangan paling sedikit 4 (empat) hari dalam 1 (satu) 
bulan, dikenakan sanksi yaitu tidak diberikan uang makan 
sesuai dengan banyaknya hari pegawai yang bersangkutan 
tidak mengikuti apel pagi. 

 
Pasal 6........ 
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Pasal 6 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, 
Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 29 Tahun 2009 
tentang Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal  7   
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

 
Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 24 Agustus 2015
  
WALIKOTA SUKABUMI, 

 
cap. ttd. 

 
 

MOHAMAD MURAZ 
 
Diundangkan di Sukabumi 
Pada tanggal 24 Agustus 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KOTASUKABUMI, 
 

cap. ttd. 
 
 

M.N. HANAFIE ZAIN 
 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 16 


